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ABSTRAK 

 

Fiqri Aprilia Firmansyah. 201810115151. Aspek Hukum Jual Beli Karya Seni 

Pada Platform Non-Fungible Token (NFT) Marketplace. 

 

Disrupsi teknologi digital telah menerobos semua pola yang biasa dilakukan oleh 

masyarakat, terutama dalam bidang jual beli karya seni. Karya seni yang diperjual 

belikan biasanya berbentuk fisik, pada kali ini karya seni yang diperjual beli kan 

dalam bentuk digital dengan proses tokenisasi. Karya seni yang dimasuk adalah 

yang diperjual belikan pada platform NFT marketplace, yang mana NFT 

marketplace merupakan platform jual beli secara digital. Hal ini akan 

mempengaruhi diterapkannya atau tidak Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, alat 

pembayaran yang digunakan dalam platform tersebut adalah cryptocurrency. NFT 

marketplace yang menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran adalah 

Opensea (platform luar negeri) dan Baliola (platform berasal dari Bali). Kebijakan 

yang dilakukan oleh NFT marketplace Baliola telah melanggar ketentuan Pasal 

Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang 

No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara tegas menyatakan bahwa setiap 

transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia wajib menggunakan mata uang 

rupiah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum 

normatif, yang mana studi yang dilakukan adalah studi pustaka. Adapun 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan melalui undang-undang 

(statuta approach) dan oleh karenanya undang-undang dijadikan sebagai bahan 

hukum primer. Kemudian analisis yang digunakan adalah dengan cara deduksi. 

Penelitian yang dihasilkan adalah terdapat 2 (dua) unsur pada Pasal 1320 KUH 

Perdata yang tidak dipenuhi dalam perjanjian jual beli dan penggunaan 

cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang dilakukan oleh platform Baliola 

bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 

Tetapi tindakan-tindakan tersebut masih tetap dianggap sah, karena dilakukan di 

dalam cyberspace. 

Kata kunci: Jual Beli, Platform NFT Marketplace, Cryptocurrency. 
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ABSTRACT 

 

Fiqri Aprilia Firmansyah. 201810115151. Legal Aspects of Buying and Selling 

Artwork on the Non-Fungible Token (NFT) Platform  Marketplace. 

 

Digital technology disruption has broken through all the usual patterns that are 

usually done by the community, especially in the field of buying and selling art. The 

work of art traded is usually physical in the form, this time the work of art that is 

traded is bought in a digital form with a tokenization process. The work of art 

included is the one that is traded on the NFT MarkePlace platform, which NFT 

Marketplace is a digital buying and selling platform. This will affect the 

implementation of Article 1320 of the Civil Code. In addition, the payment tool used 

in the platform is cryptocurrency. NFT Marketplace that uses Cryptocurrency as a 

means of payment is OpenSea (Foreign Platform) and Baliola (platforms 

originating from Bali). The policy carried out by the NFT Marketplace Baliola has 

violated the provisions of Article 1 number 2 jo. Article 2 paragraph (1) jo. Article 

21 paragraph (1) letter c of Law No. 7 of 2011 concerning Currency expressly 

states that every transaction carried out in the territory of Indonesia is required to 

use the rupiah. 

The method used in this study is a normative legal research method, where the study 

conducted is a literature study. The research approach used is the approach 

through the Law (Statute Approach) and therefore the law is used as primary legal 

material. Then the analysis used is by deduction. 

The resulting research is that there are 2 (two) elements of Article 1320 of the Civil 

Code not filled in the sale and use of cryptocurrency as a payment tool made by the 

Baliola platform contrary to Law No. 7 of 2011 about Currency. But these actions 

are still considered valid, because it is carried out in Cyberspace. 

Keywords: Buy and Sell, NFT Marketplace Platform, Cryptocurrency. 
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